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MENELUSURI PENYELENGGARAAN AKTA V

DAN S2 DI TIKIP PADANG

oleh : Bomantoro

0. Pendahuluan
Telah kita ma zlumi bersama bahwa di IKIP Padang besarta

IKIP dan universitas lainnya telah dan sedang menyelenggarakan

pehdidikan Akta V iin S 2 di samping program S3. Penyeleaggz- !
raan program tersebut dimaksud untuk memperbaiki mutu dan kef
mampuan staf pengajar yang nantinya dapat berpengaruh térladap
mutu dan kemampuan mahasiswma S1 dan program diploma.

Upaya perbaikan mutg dan kemampuan guru daprt dilaksanak
kan mclilui berbagal cara. Salah satu cara yang dapat di11kukaq
inlah menyelenggarakan Akta V, penyenggaraan program S2 dan SB;

Upaya lainnya dapat berupa remberi... penataran kepada s.3. peng-

ajar dalam rangka pendidikan dalam jabatan. Hasih banyak cara
yang dapat dipergunakan unttk menmperbaiki mutu seperti pemba -~

hairvan kXurikulum dan sebagainya.

Dari pengelenggaraan program Akta V dan 82 di IKI!' Padang

penulis temukan sebuah masadkh yang cukup menarik. Masal: 1 itu

adalah adanya pérbedaan antara penyelengarann program dan ke- !

tentuan yang telah disahkan olch Departeman Fondidikan dan Ke-

budayaan. Ada mahasiswa lnlusan 82 yng diharuskan menempuh,

atau mengikuti program Akta V. Hal ini penulis rasalan tidak

cocolr dengan Lebten'nan yans térda cat nada buku FPodoman Pe-




laksanaan Po1s Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan
di Indonesia Buku 'V yang Lerbunyi sebagai berikut:

" Di dakam bidang kependidikan, di mana program S2 se=
cara eksplisit diarahkan bagi penyiapan mengajar LPTK,
tujuan serta materi program Akta V merupakan bagian In-
tegral program S2. Artinya, program S2 disusun dan di-
implementasikan sedemikian ripa sehingga lulusannya yang
memenuhi syarat sextaligus Jjuga memperoleh Akta V, se-
jalan dengan progran -~hrogram kegurnan di dalam jenjang

So dan S1. Oleh karena itu, sebagaiman diutarakan sebe
lumnya, program S2 kependidikan ini dimamakan program se-
rempak' (Departeman Pendidikan dan Kebudayaan,1981, hlm.

5).

Pari kutiban di atas jelaslah bahva lulusan 82 tidak per-

1u mengikuti program Akta V. Namun - dalam kenyitaannya di IKIP

Padngg = entah di lembaga penyelenggara yang lain- tidak semuai

dengan ketentuan di atas. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah

ada pedoman lain yang mengatur tentang penyelenggaraan Akta V7%

Jika pedoman baru itu memeng ada, tentunya pedoman yans ada pada

Buku V seperti terkutil di atas tidak dapat dipedomani lagi.
® 1ain masalah tersebut di atas, terdapat masalah yang
akuan krelit Akta V yang dapat dialihkan ke pro-

lain yakni peng

gram S2. N mun sampai sekarang h-1 itu belum terealisasikan. B2-

zitu. pila pengakuan kredit dari program lain yang diakui dan di-

élihkan ke program Akta V belum dapat dilaksanakan secara baik.

Sehubungan dengan masakah tersebut, makalah ini akan

tin dapat diterim:

S

mencoba mencari cara pemecahannya yang mung!
oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyekenggaraan progran
Axta V dan S2. Nmun pemecahan ink bvkanlah satu~satunya peme~

cahan yang ada. Penulis yakin masih banyak cara lain untuk m:-

mecaghkan masalah tersebut di‘atas.
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1. Usaha untuk Memecahkan Masalah

U ; : -
ntuk sampai kepeda pemecahan masalah, penulis merasa

. tertentu. Karakteristik . rogram itu dapat-

ku V (1981; hlm. 6), seb:gai berikut:

perlu untuk menyampaikan sclnyang pandang tentang karakteris-

jenjang
program
Kunmipo-
nen
program )

Akta ¥

Dasar Keilmuan

Wawasan  untuk
memahami ilmu se-
bagai produk dan
proscs

Wawasan dan Ke-
mampuan  untuk
berpartisipast seca-
ra terbatas di da-
lam proses meng-
hasitkun produk il-
miah

Wawasan dan ke-
mamptan - untuk
secara mandiri
memberi urunan
bagi pengembang-
an ibnu dan k-
nologi kependidik-
an,

Dasar hependidik-
an

Wawasan kependi-
dikan vntuk mena-
ngani  tugas-tupas
instguksional  dan
memahami  masa-
lah-masalah  insti-
tusional

Wawasan. kependi-
dikan unwk meng-
meni  fugas-tugas
instruksionul  dan
institusional serta
memahami  masa-
lah-masalah makro
kependidikan

A

Wawasant kependi-
dikan untuk mem-
ngani tugas instruk-
sional serta muasa-
lah makro kepen-
didikan.

Proses  Belajar -
mengajar

Wawusan dar Ke-
trampilan  mrnge-
lola kegiatan be-
ajur-mengajar.

Wawasan dan ke-
mampuan  untuk
mengelola  kegiat-
an  belajar-menga-
jar- dan’ pengem-
busigan proses be-
lajar-mengajar.

Wawasan dan ke-
mampuan  untuk

membina - kegiat-

an  belajar-meng-
ajar, mengembang-
kan proseés belajar-
mengajar dun
mengidentifikasi-
kan serta meme-
cahkan masalah in-
struksional dan ke-
pendidikan,

‘ Bidang Studi

Reorientasi wawas-
an untuk kepen-
tingan pengajiran.

Peningkatan  pe-
nguasaan bagi pe-
ningkatan keman-
tapan  pengajaran.

Peningkatan  pe-
nguasaan bagi ke-
pentingan peneli-
tian dan pengem-
banguh pengajur-
an dan pendidikan,

tik pendidikan program fkts V dan pfogram S# serta S$3. Masing-

Basing program mempunyai nerbadaan atau mempunyai karahteristik

dgyemgkan dalam Bu~
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Dari gambar itu jelaslsh perbedaan komponen program, bailk
pada dasar Keilmuan, dasar khpendi@ikqn,proses belajar menga-
jar serta bidang studi. Perbedaan tidak hanya Lterdapat pada kom~
ponen program, tetapi terdayat pula perbedaan pada juinlah sks

scperti yang terdapat pada Futu V ( 1981, hlm. 18) segabai bérﬁ-

o [

kut:
Jenjang
program Akta*) .Sy S3
Komponen _ Y Y
Program | R
Dasar Keilmuan 2_4 [J)8—-10 10 - 14
Dasar Kependidikan 2 -4 4 -8 8 —10
Proses Belajar-Mengajar | 2-4 "6 -—-10 -
B Bidang Studi 10 — 14 |,-14 - 18 16 - 20
Tesis - & 8 —
Disertasi - ‘ - 15
Jumlah 20 40 — 50 49 —- 53

*) Khusus bagi lingkungan kependidikan
Setelah diketahui perbedaan antara program satu dengan
yang lain, penukis dapat sampaikan carapcara pemecahan masalah
sebagii berikut:

1,1 K luu kita ingin konsekuen dengan pedoman yang telah di-
sahkan maka kita harus mMeniadakan pendidikan Akta V untuk
iulgsan 82 IKIP/ Fkg universitas. Apabiia alternatif ini
ditempuh; efisiensi dan efektifit.s pendidikan akan ter-
capal pula. l"amun sebaliknya, apabila lulusan S2 dibharms-
kan mengikuti Akta V, hal ini hanya merupakan pemborosan
baik dalam segi biaya maunun waktu. Alasan S2 tidak per-
}u*menempuh‘&ktav juga didasarkan bahwa materi.yang diberi-

kan di Aktg V diberikan c¢i S2,
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1.2 Lulusan S2 diharuskan mengikuti program akta. Alterma-

tif ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya - yakni pem¥
borossan baik biaya maupun waktu, karena,K materi-yang
diberikan ®ida’ Akta V juga diberikan pada S2. Malahan
materi itu padé 52 ditambah dengan rujukan lain, tidak

hanya modul yang pengerjaannya dapat "diproyekkan'.

1.3 Himpir sama dengan prégram S2 yakni bagi mereka yang

studi ke iuar negeri yang telah lulus master dan doktor.

Apabila mereka harus mengikuti Akta V harus dipertimbang-
kan matakuliah yaing ekuivalen. Hendaknya mata kuliah yang
ekuivalen dinlihkan atau ditransfer sehingga mereka hanya

mengikuti mata kuliah yang_belum terdapat pada sertivikat

mepeka. Suatu hal yang anch apabila seorang doktor hariis.

mengambil semua mata kaliah yang terdapat pada Akta V, se-
dangkan mereka itu adalah doktor dalam bidang kependidikan
pula. Aﬁakah kehebatan Akta V bila dibanding dengan pen-
‘didikan atau lulusan luar negeri? Tentu di sini penulis
tidgk akan membandingk-n mana yang baik dan yang bidak
baik, tetapi kalau dascr pemikiran ilmiah tentu doktor
baika lulusan dalam maupun luar negeri tidak perlu mengi-
kuti Akta V.

Kosekuensi dari pemecahan ini adalah diadakannya -

pedoman baru yang membatalkan pedoman yang terdapat pada

Buku V ~ Model Pengembangan Program Pasca Sarjana. Per-
timbangan hendaknya didasafkan pada pertimbangan ilmiah,

bukan sekedar politis at-n seokedhr menshabishan Sis~ Ang-
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1.4

garan Proyek ( SIAP).

Konsekuensi‘lainnya adalah menyusutnya peserta
Program S2 lamtaran ikts V relatif lebih cepat dari pada
SZ, sedangkan dari kepangkatan akan lebih mengﬁntungkan.
Kénon staf yang mempunyai ijazﬁh Akta V dpat mencapai ke~
rangkatan IV/b, sedangkan staf yang mempunyai .ijazah S2
hanya berakhir dengan pankat/golongan IV/a. Ini peraturan
yang aneh, tetapi ads di negeri tecrcinta ini.

Progran Akta V segera diakhiri. Apabila program Akta V

hanya sckedar memberi kertifikat kewenangan mengajar bagi
pﬁra staf yang sudah terlanjur dan tidak memrunyai ke-
wvenangan mengajar di perpguruan tinggi sebailnya dibatasi
masa hidup program Akta V, misalnya & tahun. btaf yang tidak
éempat mengilutinya, sesuai dengan waktu yang diberikan itu,
dianjurkan méngikﬁti Program Sé akan-83. Tentu ini mempu-
nyai ak¥ibal.yang luas, Apakah pemerintah dalam hal ini De-

mrtemen P dan K telak siap baik dana maupun tenaga? Apabils
P

staf yang tidak sempa¥ mengenyam program Akta V, apakah

-mercka itu mampu meng:lkuti program $S2/ S3? Namun apabila

Akta V itu memeng ben.r-benar program permsnen, mengapa
tidak dilembagakan? Bagimana kedudukan 82 bila Akta V itu
dilembagakan® Bisakah mereka bertahan dengan tanpa didam-
pingi bea siswa?

Sehubungan deir 5n persoalan pengakuan dan pengnlihe
an ska& dari _program s%tu ke program yang lain cukup sulit,

Nampaknys d3 aini telah teriadi- rombunran antara taksonomi
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yang terdapat dalam pendidikan. Konecki dan Stein (1973)

menbagli taksonomi atas.> katerori pendidikan profesioandl.

1)

2)

It)

Pendidikan guru (preservico tongher education) yaitu

qtudi yang diharuskaa sebagal syarat untuk mendapatkan
sertifikat mengajar, yang pesertanyn memang orang-orang
yang belum mempunyai Jjabatan scbagai guru. Di Indonesia
hal ini sama dengan. ©SPG, 8GO, program DI , DII, DIII atau
S1 yang dikelola olehr IKIP/Fkg universitas.

Penataran guru (inservice teacher education), program ini
khusus diberikan untuk memenuhi kebutuhﬁn pejabat dan guru
~tau pegawai dalam wilayah tertentu, €ontoh penataran guru
yang dikeleolo P3G,

Pendidikan tambahan{ vontiﬁuing education) yaitu program
pengalaman belajar yang ditentulan secara bebas, baik‘in-
dividual maupunlkelompok yang dipilih sekedar untuk me-
menuhi minat atau hobi seseorqng. Misalnya kursus tari,
musik, bela diri yans semua itu tidalk ada Xaitannya dongan
profesi mereka.

Pendidikan lanjutan (continued education) yaitu program
pendidikan yang diorganisasikan dan diarahkan kepada pen-
capaian tujuan tertentu secara jelas. Munglkin dapat di-
masukkan dalam pendidikan lanjutan ini adalah 82 dan pen-
didikan S3.

Pengembangan Staf ( development staflfl ) adalah nrogram
pengalaman belajar yang diarahlan dan direncanakan untuk

memnerbailki . kedudulan cseluruh staf soearn pribadi atau
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kelompok. Dalam hal iri peserta bisa mengilmuti pengalam-
an belajar tersebut tsnpa meninggalkan tugas tetap merekas

Conteh pengembangan staf yang dilaokukan oleh IKIP Padang

adalah penataran penelitian madya yang diadakan setiap

kari Babtu.

Memqqg terjadanya pembauran antara kategori di
Atas akan membuat eficiensi, namun harus giperhatikan
pula cara pengalihan nilai qtgu sks dari kategori yang
satu ke kotegori yans laine. Misalnya sks ynng berasal da-
ri hasil penataran. tentunya akan dibedakan dengan sks.yang
didapat dari-pendidikan lanjutan, atau sebaliknya.

%2« Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan

atau prosram Akta V' tidak diberlakukan bagi lulusan 32, karena

32 sudah eksplisit leéngan Akta" V. Sebnliknya apabila lulusan i

S2 harus mengikuti \kta V hal ini skan banyak akibat yang tim-
bul, misalnya pemborosan, harus adanya pedomnn baru yang men-
batalkan pedofian yang sudah adan. Pengakuan dan pengalihan ni-
1lai pgrlu diperhatikan , . program lain seperti S2, S3, atau
lulusan dari luar negeri yang harus mengilkuti Alta V. Begitu
pula pengakuan dari ketegori pendidikan Dfofesional yang lain,.
Sebgllknya, mereka yang tamat \kta V bila ingin memasuki pro-
gram lainnya harus pula dlne*latlkwn pembobotan kregditnya.
Memang dapat terjadi pengalihan dan pengaluan kredit:dari
satu katerori taksonomi ke kategori talsonomi lainnya. Hal

ini alan membantu afisiensi.dan efelkiivitas pendidikan.
379 /f;///%k/&s/. me (2

%29 2 - o ff

it
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Progran Akta V sebaiknya dibatassi waktu penyelenggaraan=

ya, dan setelah waktu itu habis hendaknya semua yang belum sempat
idik di Akta V diwajibkan mengikuti S2 atau S3. Namun ini semua
kan menetukan kesiapan dana dan tenasa yang memadaie.

Pemecahan masalah di sink hanyalah salah satu alternatif
rang dapat penulis sampaikan, ysng mungkin masih ada cara pemecahan
9in. Betapapun lemahnya alterpatif sertg alasan atau penalaran

inkalah ini, penulis yakin bahua makalah ini akan berguna teruta-

aa bagi masukan penyelenggaraan Akta V di IKIP Padange.

Padang, 17 Januari 1984 '
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